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ABSTRAK

Berdasarkan salah satu syarat sah perjanjian yaitu sebab yang halal yang artinya objek yang diperjualbelikan
adalah objek yang halal atau tidak melanggar hukum. Apabila objek yang diperdagangkan melanggar syarat
tersebut maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Adapun penyebab barang tersebut melanggar peraturan
perundang-undangan dikarenakan barang tersebut adalah barang yang melanggar peraturan perundang-
undangan Negara Republik Indonesia. Salah satu objek yang melanggar peraturan perundang-undangan
adalah perdagangan pakaian bekas impor. Larangan pakaian bekas impor diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun perdagangan pakaian
bekas impor masih marak terjadi di Indonesia salah satunya di Kota Bukittinggi yang merupakan kota wisata
Provinsi Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal itu skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan
penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi terhadap
perdagangan pakaian bekas impor yang masih marak terjadi di titik-titik perbelanjaan di Kota Bukittinggi
serta kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi. Metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa dalam menanggapi maraknya perdagangan pakaian bekas impor tersebut, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan baru memberikan himbauan-himbauan kepada para pedagang secara lisan dan memberikan
sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memberikan pelatihan-
pelatihan kepada pengusaha UMKM pakaian lokal agar tidak kalah bersaing dengan pakaian bekas impor
tersebut. Kendala yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam
penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor adalah belum adanya koordinasi dengan
aparat penegak hukum serta adanya dampak ekonomi perdagangan pakaian bekas impor tersebut bagi
masyarakat Kota Bukittinggi.
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